
a. bahwa dengan diterbitkannya Per turan Walikota 
Pekalongan Nomor 38 Tahun 2020 entang Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah Kota Pe ongan Tahun 
2021, Kepala Perangkat Daerah enyempumakan 
rancangan Renja Perangkat aerah dengan 
berpedoman pada Peraturan Wali ota Pekalongan 
Nomor 38 Tahun 2020; 

b. bahwa sesuai amanat Pasal 273 at (4) Undang­ 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, serta pa I 142 ayat (1) 
Peraturan Menteri Dalam Negeri omor 86 Tahun 
2017 ten tang Tata Cara Perencana n, Pengendalian 
Dan Evaluasi Pembangunan Da~ah, Tata Cara 
Evaluasi Rancangan Peraturan :paerah Tentang 
Rencana Pembangunan Jangka anjang Daerah 
Dan Rencana Pembangunan J gka Menengah 
Daerah, Serta Tata Cara Peru ahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang aerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Meneng Daerah, Dan 
Rencana Kerja Pemerintah Dae ah, Rancangan 
Akhir Renja Perangkat Daerah y g sudah sesuai 
dengan RKPD ditetapkan de gan Peraturan 
Walikota; 

c. bahwa berdasarkan pertimbang n sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Walikota entang Rencana 
Kerja Perangkat Daerah Kota Pe alongan Tahun 
2021; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Und Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 16 Tah n 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah K a Besar dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Timu , Djawa Tengah, 
Djawa Barat dan Daerah Isti ewa Jogjakarta, 
sebagaimana telah diubah deng Undang-Undang 
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engah Nomor 5 
Pembangunan 

si Jawa Tengah 
Daerah Provinsi 
r 5, Tambahan 
Tengah Nomor 

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa 
Tahun 2014 tentang Rene 
Jangka Menengah Daerah Provi 
Tahun 2013 - 2018 (Lembaran 
Jawa Tengah Tahun 2014 Norn 
Lembaran Daerah Provinsi Jaw 
65); 

9. Peraturan Daerah gan Nomor 15 
Tahun 2009 tentang Rencan Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah Kota P kalongan Tahun 
2005-2025 (Lembaran Daerah ota Pekalongan 
Tahun 2009 Nomor 15), sebagai a telah diubah 

Nomor 13 Tahun 1954 tentang Per bahan Undang­ 
Undang Nomor 16 dan 17 Tahu 1950 tentang 
Pembentukan Kota-kota Besar da Kota-kota Ketjil 
di Djawa (Lembaran Negara Re blik Indonesia 
tahun 1954 Nomor 40, Tamb an Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 51); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahu 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pemban Nasional 
(Lembaran Negara Republik In onesia Tahun 
2004 Nomor 104, Tambahan Le baran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahu 2007 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka P jang Nasional 
Tahun 2005-2025 (Lembaran gara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan 
Lembaran Negara Republik In onesia Nomor 
4700); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahu 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran egara Republik 
IndonesiaTahun 2014 Nomor 44, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Tndone ia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beber a kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas ndang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Rep blik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tamb an Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya 
Daerah Tingkat II Pekalongan, K~ibupaten Daerah 
Tingkat II Pekalongan dan Ka,upaten Daerah 
Tingkat 11 Batang (Lembaran egara Republik 
Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik lndone ia Nomor 3381); 

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawaiengah Nomor 3 
Tahun 2008 tentang Rencan Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah Provin i Jawa Tengah 
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerp.h Provinsi Jawa 
Tengah Tahun 2008 Nomor 3 1eri E Nomor 3, 
Tambahan Lembaran Daerah Pro si Jawa Tengah 
Nomor 9); 
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PERATURAN WALIKOTA TENTANG 
PERANGKAT DAERAH KOTA PE 
2021. 

dengan Peraturan Daerah Kota Pe 
19 Tahun 2013 tentang Perubah 
Daerah Kota Pekalongan Nomor 
tentang Rencana Pembangunan 
Daerah Kota Pekalongan T 
(Lembaran Daerah Kota Pekalong 
Nomor 19); 

10. Peraturan Daerah Kota Pekalon 
Tahun 2011 tentang Rencana Tat Ruang Wilayah 
Kota Pekalongan Tahun 2009- 029 (Lembaran 
Daerah Kota Pekalongan Tahun 20 1 Nomor 30); 

11. Peraturan Daerah Kota Pekalonga Nomor 5 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kota Pekalo gan (Lembaran 
Daerah Kota Pekalongan Tahun 20 6 Nomor 5); 

12. Peraturan Daerah Kota Pekalong Nomor 9 Tahun 
2018 tentang Perubahan atas P aturan Daerah 
Kota Pekalongan Nomor 4 Tahu 2016 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka M nengah Daerah 
Kota Pekalongan Tahun 2016- 021 (Lembaran 
Daerah Kota Pekalongan Tahun 20 8 Nomor 9). 

1. Peraturan Menteri Dalam N geri Republik 
Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 t ntang Tata Cara 
Perencanaan, Pengendalian an Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah T ntang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan 
Rencana Pembangunan Jangka M nengah Daerah, 
Serta Tata Cara Peru bahan Rene a Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah, Rencant Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (Berita N gara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 13ll); 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri omor 90 Tahun 
2019 ten tang Klasifikasi, odefikasi, dan 
Nomenk. latur Perencanaan Pe:1!\bangunan dan 
Keuangan Daerah (Serita N1gara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447:); 

3. Peraturan Walikota Pekalongan omor 38 Tahun 
2020 tentang Rencana Kerja Pe erintah Daerah 
Kota Pekalongan Tahun 2021 (Be ita Daerah Kota 
Pekalongan Tahun 2020 Nomor 38 ; 

M netapkan 
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BAB II 
KEDUDUKAN RENJA PD 

Pasal 2 

(1 Renja PD merupakan penjabaran RKPD. 
(2 Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menj di pedoman PD 

dalam penyusunan RKA-PD. 

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 
adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untu 
tahun. 

1 . Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah y g selanjutnya 
disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan d penganggaran 
yang berisi program dan kegiatan PD serta anggaran yang diperlukan 
untuk melaksanakannya. 

isebut Renja PD 
periode 1 (satu) 

9. 

7. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2 16-2021 yang 
selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen PD untu periode 5 (lima) 
tahun dari tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021. 

8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD 
adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah ntuk periode 1 
(satu) tahun. 

ta Pekalongan 
dalah dokumen 

hun terhitung 

5. 

unsur 4. 
3. 

Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsu 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaks 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otono 
Walikota adalah Walikota Pekalongan. 
Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD 
pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelen 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Tahun 2005-2025, yang selanjutnya disingkat RPJPD 
perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) 
sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025. 

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ota Pekalongan 
Tahun 2016 -2021 yang selanjutnya disingkat RPJMD dalah dokumen 
perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak 
Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021. 

2. 

D am Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Pekalongan. 
penyelenggara 
aan urusan 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 



(2 

(1 PD membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan tas pelaksanaan 
Renja PD dan anggaran yang berisi uraian tentang k luaran kegiatan 
dan indikator hasil (outcome) masing-rnasing program. 
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di paikan kepada 
Kepala Bappeda, Badan Keuangan Daerah (BKD) d Kepala Bagian 
Pengadaan Barang/ Jasa dan Administrasi Pemban man (PBJ dan 
Minbang) Setda Kota Pekalongan, paling Jambat 14 ( mpat belas) hari 
setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan sebagai bahan 
penyusunan evaluasi RKPD. 

BABIV 
PENGENDALJAN DAN EVALUASI 

Pasal 4 

f. LAMPIRAN Hasil Pemetaan Kegiatan dengan Sub Kegiatan sesuai 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, d Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keua gan Daerah. 

(2 Isi beserta uraian Renja PD sebagaimana dimaksu pada ayat (1) 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan ba an yang tidak 
terpisahkan dengan Peraturan ini. 

e. BAB V 

d. BAB IV 

c. BAB III 

penulisan. 
HASIL EVALUASI RENJA PERAN KAT DAERAH 
TAHUN LALU; 
Mengemukakan evaluasi pelaksanaan renja perangkat 
daerah tahun lalu dan capaian re stra perangkat 
daerah, analisis kinerja pelayanan p angkat daerah, 
isu-isu penting penyelenggaraan tu as dan fungsi 
Perangkat Daerah, review terhadap ncangan awal 
RKPD, serta penelaahan usulan progr dan kegiatan 
masyarakat. 
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT AERAH; 
Mengemukakan telaahan terhadap ke ijakan nasional, 
tujuan dan sasaran renja t daerah serta 
program dan kegiatan. 
RENCANA KERJA DAN PENDAN PERANGKAT 
DAE RAH; 
PENUTUP; 

b. BAB II 

ang, landasan 
sistematika 

PENDAHULUAN; 
Mengemukakan tentang latar bel 
hukum, maksud dan tujuan, se 

a. BAB I 

BAB III 
SISTEMATIKA PENULISAN 

Pasal3 

(1) Sistematika Penyusunan Renja PD terdiri dari: 
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BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 
Pe aturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundang 

Ag setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengund gan Peraturan 
Wiota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah K ta Pekalongan. 

BABV 
PERUBAHAN RENJA PD 

Pasal 5 

(1) Perubahan Renja PD disusun dengan berpedoman ke ada Perubahan 
RKPD dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja PD sampai dengan 
Triwulan II Tahun berkenaan. 

(2) Rancangan Akhir Perubahan Renja PD disampaikan epada Walikota 
melalui Bappeda paling lambat 2 (dua) minggu s elah Peraturan 
Walikota tentang Perubahan RKPD ditetapkan u tuk dilakukan 
verifikasi. 

(3) Perubahan Renja PD yang sudah sesuai dengan Per turan Walikota 
tentang Perubahan RKPD ditetapkan dengan Kepu san Walikota, 
paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan alikota tentang 
Perubahan RKPD ditetapkan. 

(3) Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pe · bangan bagi 
analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutn a yang diajukan 
oleh PD. 
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